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Abstrak

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
membawa pembaruan penting dalam pengaturan hak tersangka, khususnya terkait bantuan hukum. Pembaruan
tersebut tidak hanya tercermin dalam Pasal 31 mengenai kewajiban pemberitahuan hak, tetapi terutama dalam
Pasal 142 yang secara sistematis merumuskan hak-hak fundamental Tersangka atau Terdakwa, termasuk hak
untuk mendapat pendampingan Advokat dalam setiap pemeriksaan. Namun demikian, pengaturan tersebut tidak
disertai kewajiban normatif bagi penyidik untuk menghadirkan penasihat hukum sebagai pemenuhan hak tersebut.
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi normatif hak bantuan hukum dalam KUHAP 2025 serta
implikasinya terhadap perlindungan hak tersangka dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan
metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa penempatan bantuan hukum sebagai hak opsional tanpa kewajiban aktif negara
berpotensi mereduksi efektivitas perlindungan hak tersangka dan menjadikan hak tersebut bersifat formalistik.
Oleh karena itu, diperlukan penguatan norma agar hak bantuan hukum tidak hanya bersifat deklaratif, melainkan
juga operasional dalam menjamin akses terhadap keadilan.

Kata kunci: bantuan hukum; hak tersangka; KUHAP 2025; sistem peradilan pidana; due process of law.

Abstract

Law Number 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code (KUHAP) introduces significant reforms in the
regulation of suspects’ rights, particularly concerning legal assistance. These reforms are reflected not only in
Article 31, which imposes an obligation on investigators to notify suspects of their right to legal counsel, but more
importantly in Article 142, which systematically formulates the fundamental rights of suspects or defendants,
including the right to choose, contact, and be accompanied by an advocate during every examination. However,
such provisions are not accompanied by an explicit normative obligation for investigators to actively ensure the
presence of legal counsel as a means of fulfilling this right. This article aims to analyze the normative construction
of the right to legal assistance under KUHAP 2025 and its implications for the protection of suspects’ rights
within the criminal justice system. This research employs a normative legal research method using statutory and
conceptual approaches. The findings indicate that positioning legal assistance as an optional right without
imposing an active obligation on the state risks reducing the effectiveness of suspects’ rights protection and
rendering such rights merely formalistic. Therefore, normative reinforcement is required to ensure that the right
to legal assistance is not merely declaratory, but also operational in guaranteeing access to justice.

Keywords: legal assistance; suspects’ rights;, KUHAP 2025, criminal justice system; due process of law.
PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana modern pada dasarnya dibangun di atas prinsip perlindungan
hak asasi manusia dan jaminan proses hukum yang adil (due process of law). Dalam konteks
tersebut, kedudukan tersangka sebagai subjek hukum yang berhadapan langsung dengan
kekuasaan negara menuntut adanya mekanisme perlindungan yang memadai sejak tahap paling
awal proses peradilan pidana (Husin & SH, 2025; Malinda, 2016; Prasetyo & Herawati, 2022;
Sosiawan, 2018; Tornado et al., 2019). Salah satu instrumen utama perlindungan tersebut
adalah hak atas bantuan hukum.

Penelitian terdahulu telah banyak mengkaji celah dalam perlindungan hak tersangka.
Harahap (2021) dalam bukunya menganalisis berbagai permasalahan penerapan KUHAP lama
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dan menyoroti ketimpangan relasi antara aparat penegak hukum dan tersangka, terutama dalam
tahap penyidikan yang bersifat tertutup dan minim pengawasan publik. Ia menyatakan bahwa
aparat memiliki kewenangan koersif, sementara tersangka sering berada dalam posisi rentan,
baik secara pengetahuan hukum, psikologis, maupun akses terhadap sumber daya. Kondisi
tersebut berpotensi melahirkan pelanggaran hak tersangka. Temuan serupa juga diungkapkan
oleh (Hasibuan et al.,, 2024; Martiningsih, 2024; Pakpahan et al., 2025; Saputra, 2025;
Wardhana, 2016) dalam jurnalnya mengenai fair trial, yang menunjukkan bahwa tanpa
jaminan bantuan hukum yang efektif sejak awal, prinsip due process of law menjadi tidak
bermakna. Penelitian (Komnas, 2019; Marlina et al., 2024; Polii & Polii, 2025; Wulandari,
2020) Akses Keadilan Bagi Kelompok Rentan: Studi Empiris Mengenai Hambatan Struktural Dalam
Sistem Peradilan lebih jauh mengonfirmasi bahwa dalam praktik, hak atas bantuan hukum sering
kali sulit diakses oleh kelompok rentan, sehingga menimbulkan ketidakadilan prosedural.

Selama ini praktik peradilan pidana kerap menunjukkan adanya ketimpangan relasi
antara aparat penegak hukum dan tersangka (Dewanti et al., 2025; Hadianto, 2025; Noerdin,
2025; Noor et al., 2024; Pudjiastuti et al., 2025). Aparat memiliki kewenangan koersif,
sementara tersangka sering berada dalam posisi rentan, baik secara pengetahuan hukum,
psikologis, maupun akses terhadap sumber daya. Kondisi tersebut berpotensi melahirkan
pelanggaran hak tersangka terutama pada tahap penyidikan yang bersifat tertutup dan minim
pengawasan publik.

Tidak seperti KUHAP terdahulu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang
KUHAP hadir sebagai respons atas kebutuhan pembaruan hukum acara pidana yang lebih
berperspektif hak asasi manusia. Salah satu pembaruannya adalah penegasan hak tersangka
atas bantuan hukum sejak tahap awal pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 KUHAP
2025. Pasal ini secara eksplisit mewajibkan penyidik untuk memberitahukan kepada tersangka
mengenai haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau pendampingan oleh advokat atau
pemberi bantuan hukum (Asrori, 2018; Bagus Subekti, n.d.; Ferdinanto, 2023; Haryadi, 2023;
Susanto, 2023).

Namun demikian pengaturan tersebut menimbulkan pertanyaan normatif. Pasal 31
KUHAP 2025 hanya memuat kewajiban penyidik pada aspek pemberitahuan hak tanpa disertai
ketentuan yang mewajibkan penyidik untuk menghadirkan penasihat hukum sebagai bentuk
pemenuhan hak tersebut. Hak bantuan hukum ditempatkan sebagai hak yang dapat digunakan
atau tidak digunakan oleh tersangka. Kondisi ini menimbulkan persoalan apakah konstruksi
norma semacam itu telah cukup menjamin perlindungan hak tersangka dan akses terhadap
keadilan dalam sistem peradilan pidjana.

Berdasarkan uraian tersebut permasalahan yang dikaji dalam artikel ini adalah: apakah
pengaturan hak bantuan hukum dalam Pasal 31 KUHAP 2025 yang hanya mewajibkan
penyidik untuk memberitahukan hak tersebut, tanpa kewajiban menghadirkan advokat, telah
memadai dalam menjamin perlindungan hak tersangka yang ada dalam Pasal 142 poin b dalam
sistem peradilan pidana?

Berdasarkan uraian latar belakang dan penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis konstruksi normatif hak bantuan hukum dalam Pasal 31 dan
Pasal 142 KUHAP 2025, mengkaji implikasi pengaturannya terhadap efektivitas perlindungan
hak tersangka serta prinsip due process of law dan fair trial, serta merumuskan rekomendasi
normatif untuk memperkuat mekanisme pemenuhan hak bantuan hukum dalam sistem
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peradilan pidana Indonesia. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi pada pengembangan ilmu hukum acara pidana dengan mendalami hubungan antara
pengakuan hak normatif dan kewajiban negara dalam menjamin akses keadilan, khususnya
dalam konteks reformasi KUHAP. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi
bahan evaluasi dan masukan bagi para pemangku kepentingan, termasuk pembuat kebijakan,
penyusun peraturan pelaksana, aparat penegak hukum, praktisi, dan lembaga bantuan hukum,
dalam upaya menerapkan dan menyempurnakan mekanisme pemenuhan hak bantuan hukum
agar bersifat operasional dan efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis
terhadap norma-norma hukum positif yang mengatur hak bantuan hukum dalam kerangka
sistem peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute
approach) dengan cara menelaah secara mendalam ketentuan-ketentuan terkait dalam Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP
2025), khususnya Pasal 31 dan Pasal 142, serta peraturan perundang-undangan pendukung
lainnya seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Selain itu,
penelitian ini juga menerapkan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk mengkaji
dan memperbandingkan konsep-konsep hukum mendasar seperti due process of law, fair trial,
akses terhadap keadilan (access to justice), serta kewajiban negara (state obligation) dalam
perspektif hak asasi manusia (Ariyani, 2025; Christianto, 2022; Laia, 2023; Rohman, 2023;
Widjaja, 2024).

Teknik yang digunakan adalah studi kepustakaan (/ibrary research) melalui penelusuran
terhadap bahan-bahan hukum (Benuf & Azhar, 2020; Prananda et al., 2017; Tan, 2021). Bahan
hukum primer yang dikaji mencakup peraturan perundang-undangan terkait. Bahan hukum
sekunder meliputi buku teks, jurnal ilmiah, artikel hasil penelitian, komentar para ahli, serta
publikasi resmi dari lembaga negara dan organisasi terkait. Bahan hukum tersier seperti kamus
hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperjelas definisi dan konteks istilah. Data yang
terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis isi (content analysis) dan
interpretasi hukum (legal interpretation). Analisis isi dilakukan untuk menguraikan makna,
maksud, dan ruang lingkup dari pasal-pasal yang dikaji. Selanjutnya, interpretasi hukum
digunakan untuk menafsirkan norma secara sistematis dan kontekstual, serta mengkritisi
konstruksi normatif yang ada dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
Analisis ini diarahkan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara pengakuan hak normatif dan
mekanisme implementasinya, serta mengevaluasi implikasi pengaturan tersebut terhadap
perlindungan hak tersangka dalam praktik peradilan pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Hak Tersangka atas Pendampingan Advokat dalam Pasal 142 KUHAP 2025

Selain Pasal 31 pengaturan hak bantuan hukum dalam KUHAP 2025 juga harus dibaca
secara sistematis dengan Pasal 142 yang secara eksplisit merumuskan hak-hak Tersangka atau
Terdakwa. Pasal 142 menyatakan bahwa Tersangka atau Terdakwa berhak: (a) segera
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menjalankan pemeriksaan; dan (b) memilih, menghubungi, dan mendapat pendampingan
Advokat dalam setiap pemeriksaan. Ketentuan ini menempatkan hak pendampingan Advokat
bukan sekadar sebagai hak prosedural tambahan melainkan sebagai hak fundamental yang
melekat pada setiap tahap pemeriksaan.

Hak untuk segera menjalankan pemeriksaan sebagaimana huruf (a) berkaitan erat
dengan prinsip perlindungan terhadap penahanan sewenang-wenang dan penundaan proses
hukum yang tidak beralasan. Hak ini dimaksudkan untuk mencegah tersangka berada dalam
ketidakpastian hukum yang berkepanjangan serta memastikan bahwa proses pemeriksaan
dilakukan secara cepat, proporsional, dan akuntabel.

Sementara itu hak untuk memilih, menghubungi, dan mendapat pendampingan
Advokat sebagaimana huruf (b) menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak hanya
mengakui kebebasan tersangka untuk menunjuk penasihat hukum, tetapi juga mengakui hak
tersangka untuk benar-benar memperoleh pendampingan hukum dalam setiap pemeriksaan.
Frasa “mendapat pendampingan” mengandung makna bahwa pendampingan Advokat
merupakan bagian dari jaminan proses peradilan yang adil, bukan sekadar hak formal yang
berhenti pada tahap pemberitahuan.

Meskipun hak tersebut bersifat opsional dalam arti dapat digunakan atau tidak
digunakan oleh tersangka, keberadaannya tetap menimbulkan kewajiban normatif bagi negara
untuk menyediakan dan menjamin akses terhadap pendampingan hukum. Dalam perspektif
hukum publik dan hak asasi manusia, pengakuan atas suatu hak selalu berimplikasi pada
adanya kewajiban negara sebagai duty bearer. Oleh karena itu, Pasal 142 huruf (b) KUHAP
2025 seharusnya dipahami sebagai norma yang menuntut peran aktif negara dalam
menciptakan kondisi yang memungkinkan tersangka secara nyata dapat menggunakan hak
pendampingan Advokat.

Namun demikian KUHAP 2025 belum merumuskan secara tegas mekanisme
operasional pemenuhan hak tersebut. Tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengatur
kewajiban penyidik untuk menunda pemeriksaan sampai pendampingan Advokat tersedia atau
untuk memfasilitasi penghubungan dengan Advokat ketika tersangka menyatakan kehendak
menggunakan haknya. Ketiadaan pengaturan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara
pengakuan hak dalam Pasal 142 dan mekanisme implementasinya dalam praktik pemeriksaan
pidana. Pasal 142 KUHAP 2025 merupakan norma sentral dalam pengaturan hak tersangka
dan terdakwa. Pasal ini menyatakan bahwa Tersangka atau Terdakwa berhak: (a) segera
menjalankan pemeriksaan; dan (b) memilih, menghubungi, dan mendapat pendampingan
Advokat dalam setiap pemeriksaan. Dengan perumusan demikian, pembentuk undang-undang
menempatkan hak pendampingan Advokat sebagai hak fundamental yang melekat pada proses
pemeriksaan pidana sejak tahap awal. Ketentuan ini menunjukkan adanya pengakuan normatif
atas pentingnya bantuan hukum sebagai bagian dari perlindungan hak tersangka.

Namun apabila dicermati lebih lanjut, kewajiban penyidik dalam pasal tersebut terbatas
pada aspek pemberitahuan hak. KUHAP 2025 tidak mengatur kewajiban lanjutan bagi
penyidik untuk memastikan terpenuhinya hak tersebut apabila tersangka menyatakan kehendak
untuk didampingi penasihat hukum. Dengan demikian, pemenuhan hak bantuan hukum
sepenuhnya bergantung pada inisiatif dan kemampuan tersangka untuk menggunakan hak
tersebut.

Konstruksi norma seperti ini menempatkan bantuan hukum sebagai hak yang bersifat
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pasif. Negara hanya berkewajiban memberi tahu, tanpa diwajibkan untuk mengambil langkah
aktif guna menjamin realisasi hak tersebut. Dalam konteks sistem peradilan pidana, pendekatan
semacam ini patut dipertanyakan, mengingat posisi tersangka yang sering kali berada dalam
kondisi tidak seimbang dengan aparat penegak hukum.

Implikasi terhadap Prinsip Due Process of Law dan Fair Trial

Selain dianalisis melalui prinsip due process of law konstruksi hak bantuan hukum dalam
KUHAP 2025 juga relevan untuk dikaji dengan menggunakan beberapa teori hukum lain yang
memperkuat kritik normatif terhadap sifat pasif pengaturan tersebut.

Pertama, dari perspektif teori kewajiban negara dalam hukum hak asasi manusia (state
obligation theory), pengakuan atas suatu hak tidak hanya menimbulkan kewajiban negara
untuk menghormati (to respect), tetapi juga kewajiban untuk melindungi (fo protect) dan
memenuhi (to fulfill) hak tersebut. Dalam konteks Pasal 31 dan Pasal 142 KUHAP 2025,
kewajiban negara baru berhenti pada tahap menghormati, yakni dengan memberitahukan
keberadaan hak bantuan hukum kepada tersangka. KUHAP 2025 belum memuat kewajiban
normatif yang menuntut negara, melalui penyidik, untuk mengambil langkah aktif guna
memastikan tersangka benar-benar memperoleh pendampingan Advokat. Akibatnya, hak
bantuan hukum belum sepenuhnya diposisikan sebagai hak yang harus dipenuhi secara nyata
oleh negara.

Kedua, teori akses terhadap keadilan (access to justice) menekankan bahwa suatu hak
hukum hanya bermakna apabila dapat diakses dan digunakan secara efektif oleh pemegangnya.
Dalam praktik, tersangka sering kali berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk
secara optimal menggunakan haknya, baik karena keterbatasan pengetahuan hukum, tekanan
psikologis, maupun keterbatasan ekonomi. Dengan menempatkan bantuan hukum sebagai hak
opsional yang realisasinya bergantung pada inisiatif tersangka, KUHAP 2025 berpotensi
menciptakan kesenjangan akses terhadap keadilan. Hak bantuan hukum secara faktual hanya
dapat dinikmati oleh tersangka yang memiliki kapasitas dan sumber daya memadai, sementara
kelompok rentan tetap berada dalam posisi tidak terlindungi.

Ketiga, pengaturan tersebut juga dapat dianalisis melalui teori ketimpangan kekuasaan
dalam sistem peradilan pidana (power imbalance theory). Proses penyidikan merupakan arena
relasi kekuasaan yang timpang antara negara, yang memiliki kewenangan koersif, dan
tersangka, yang berada dalam posisi lemah. Dalam relasi yang timpang ini, keberadaan
penasihat hukum berfungsi sebagai mekanisme penyeimbang kekuasaan. Oleh karena itu,
pengakuan hak pendampingan Advokat tanpa kewajiban aktif negara untuk menjamin
kehadirannya berpotensi memperkuat dominasi aparat penegak hukum dan melemahkan
perlindungan hak tersangka.

Dalam kaitannya dengan prinsip fair trial ketiga pendekatan teoritik tersebut
menunjukkan bahwa pengaturan bantuan hukum dalam KUHAP 2025 masih cenderung
bersifat prosedural dan formalistik. Hak bantuan hukum memang diakui secara normatif, tetapi
belum disertai jaminan struktural dan operasional yang memastikan efektivitasnya. Kondisi ini
berpotensi mereduksi makna fair trial menjadi sekadar kepatuhan formal terhadap prosedur,
tanpa menjamin keadilan substantif bagi tersangka.
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Implikasi terhadap Prinsip Due Process of Law dan Fair Trial

Prinsip due process of law menuntut agar setiap orang yang berhadapan dengan proses
peradilan pidana memperoleh jaminan prosedural yang adil dan seimbang. Salah satu elemen
penting dari prinsip ini adalah keberadaan bantuan hukum yang efektif sejak tahap awal proses.
Tanpa pendampingan hukum, tersangka berisiko memberikan keterangan yang merugikan
dirinya sendiri atau tidak memahami konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukan.

Dengan menempatkan bantuan hukum sebagai hak opsional tanpa kewajiban aktif
negara, KUHAP 2025 berpotensi menjadikan perlindungan hak tersangka bersifat formalistik.
Hak bantuan hukum memang diakui secara normatif tetapi tidak disertai mekanisme yang
menjamin efektivitasnya. Kondisi ini dapat melemahkan prinsip fair trial dan memperbesar
kemungkinan terjadinya ketidakadilan prosedural.

Dalam kerangka akses terhadap keadilan hak bantuan hukum seharusnya tidak hanya
dipahami sebagai kebebasan individu untuk memilih menggunakan atau tidak menggunakan
hak tersebut, tetapi juga sebagai tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa setiap
tersangka memiliki kesempatan nyata untuk memperoleh pendampingan hukum. Tanpa
kewajiban aktif negara hak tersebut berisiko hanya dinikmati oleh tersangka yang memiliki
pengetahuan dan sumber daya yang memadai.

Bantuan Hukum sebagai Hak Pasif dalam Sistem Peradilan Pidana

Penempatan bantuan hukum sebagai hak pasif mencerminkan paradigma pengaturan
yang masih menitikberatkan pada pemenuhan aspek prosedural formal dan bukan pada
perlindungan substantif terhadap hak tersangka. Dalam paradigma ini negara diposisikan
sebatas sebagai pithak yang mengakui dan menginformasikan keberadaan hak tanpa dibebani
kewajiban normatif untuk memastikan bahwa hak tersebut benar-benar dapat direalisasikan
secara efektif. Akibatnya, bantuan hukum berpotensi dipahami hanya sebagai formalitas
normatif yang keberadaannya berhenti pada tataran teks undang-undang.

Dalam sistem peradilan pidana yang berorientasi pada keadilan substantif pendekatan
demikian menjadi problematik. Keadilan substantif menuntut agar negara tidak hanya berperan
sebagai pengawas jalannya prosedur tetapi juga sebagai penjamin terpenuhinya hak-hak dasar
tersangka secara nyata. Hak bantuan hukum seharusnya diposisikan sebagai instrumen korektif
terhadap ketimpangan relasi kekuasaan antara tersangka dan aparat penegak hukum. Tanpa
pendampingan hukum, tersangka berada dalam posisi rentan untuk mengalami tekanan
kesalahan pemahaman hukum dan juga tindakan koersif yang dapat merugikan kepentingan
hukumnya.

Ketiadaan kewajiban eksplisit bagi penyidik untuk menghadirkan atau memfasilitasi
pendampingan advokat juga membuka ruang bagi praktik pemeriksaan tanpa bantuan hukum
meskipun tersangka secara normatif diakui memiliki hak tersebut. Dalam kondisi tertentu
tersangka dapat saja tidak menggunakan haknya bukan karena kehendak bebas melainkan
akibat ketidaktahuan, ketakutan, atau ketidakmampuan mengakses penasihat hukum. Situasi
ini menunjukkan bahwa pengakuan hak tanpa jaminan pemenuhannya berpotensi melahirkan
ketidakadilan prosedural.

Dengan demikian penempatan bantuan hukum sebagai hak pasif memperlihatkan adanya
kesenjangan antara pengakuan hak dalam teks undang-undang dan realitas perlindungan hak
dalam praktik sistem peradilan pidana. Kesenjangan ini berimplikasi pada melemahnya
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efektivitas prinsip fair trial dan due process of law serta menimbulkan risiko bahwa hak bantuan
hukum hanya dinikmati oleh tersangka yang memiliki pengetahuan dan sumber daya yang
memadai sementara kelompok rentan tetap berada dalam posisi yang tidak terlindungi secara
optimal.

Hak Pendampingan Advokat sebagai Hak Opsional tetapi Dijamin Negara

Hak pendampingan Advokat yang dirumuskan dalam Pasal 142 huruf (b) KUHAP 2025
pada dasarnya merupakan hak yang bersifat opsional bagi tersangka. Artinya tersangka
memiliki kebebasan untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak tersebut sesuai dengan
kehendaknya. Kebebasan ini sejalan dengan prinsip otonomi individu dalam hukum dan hak
asasi manusia yang mengakui bahwa pemegang hak tidak dapat dipaksa untuk menggunakan
haknya.

Namun demikian sifat opsional dari penggunaan hak tidak menghilangkan kewajiban
negara untuk menjamin ketersediaan dan aksesibilitas hak tersebut. Dalam perspektif hukum
hak asasi manusia, setiap pengakuan atas suatu hak selalu berimplikasi pada adanya kewajiban
negara sebagai duty bearer. Negara tidak hanya berkewajiban untuk menghormati hak (to
respect) tetapi juga untuk melindungi (to protect) dan memenubhi (to fulfill) hak tersebut. Oleh
karena itu meskipun tersangka bebas memilih apakah akan didampingi Advokat atau tidak,
negara tetap berkewajiban menciptakan kondisi yang memungkinkan hak pendampingan
tersebut dapat digunakan secara nyata dan efektif.

Pembedaan antara hak pasif dan kewajiban aktif negara menjadi relevan dalam konteks
ini. Hak pendampingan Advokat dapat dikualifikasikan sebagai hak pasif dalam arti
penggunaannya bergantung pada kehendak tersangka. Akan tetapi kewajiban negara bersifat
aktif sebab negara harus memastikan bahwa akses terhadap Advokat tersedia, mudah
dihubungi, dan tidak dihambat oleh tindakan atau kelalaian aparat penegak hukum. Apabila
negara hanya bersikap pasif dengan alasan bahwa hak tersebut bersifat opsional maka
pengakuan hak pendampingan Advokat berisiko kehilangan makna substantifnya.

Risiko dari sikap pasif negara adalah terjadinya reduksi hak pendampingan Advokat
menjadi sekadar hak deklaratif. Dalam praktik tersangka yang tidak memahami haknya, berada
dalam tekanan psikologis atau tidak memiliki kemampuan ekonomi dapat kehilangan
kesempatan untuk memperoleh pendampingan hukum yang memadai. Kondisi ini bertentangan
dengan tujuan utama pengakuan hak pendampingan Advokat yakni untuk menjamin
keseimbangan posisi para pihak dan mencegah terjadinya ketidakadilan prosedural dalam
proses peradilan pidana.

KESIMPULAN
Pengaturan hak bantuan hukum dalam Pasal 31 KUHAP 2025 menunjukkan adanya

perkembangan normatif yang patut diapresiasi khususnya melalui penegasan kewajiban
penyidik untuk memberitahukan hak tersangka atas bantuan hukum sebelum pemeriksaan
dilakukan. Ketentuan ini mencerminkan penguatan pengakuan terhadap prinsip fair trial dan
perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana terutama pada tahap penyidikan
yang merupakan fase paling krusial bagi posisi hukum tersangka. Meskipun demikian
kemajuan normatif tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh pengaturan yang menjamin
perlindungan hak secara substantif. Pasal 31 KUHAP 2025 masih menempatkan bantuan
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hukum sebagai hak yang bersifat opsional dan bergantung pada pilihan tersangka, tanpa disertai
kewajiban aktif bagi negara untuk memastikan bahwa hak tersebut benar-benar terpenuhi.
Ketiadaan kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk menghadirkan atau memfasilitasi
penasihat hukum, khususnya dalam situasi ketika tersangka tidak memahami haknya atau
berada dalam kondisi rentan, berpotensi menciptakan ketimpangan posisi antara tersangka dan
aparat penegak hukum. Dalam konteks tersebut, hak bantuan hukum berisiko direduksi menjadi
sekadar pemenuhan administratif atau formalistik, di mana negara cukup dianggap telah
memenuhi kewajibannya hanya dengan memberikan pemberitahuan. Padahal, tanpa
pendampingan hukum yang nyata, tersangka tetap berada dalam posisi lemah dan rentan
terhadap tekanan, kesalahan prosedural, maupun penyalahgunaan kewenangan dalam proses
pemeriksaan.

Dengan demikian, meskipun Pasal 31 KUHAP 2025 telah menunjukkan arah pembaruan
yang positif dalam penguatan hak tersangka, pengaturan tersebut masih menyisakan kelemahan
mendasar. Diperlukan penguatan norma yang menempatkan negara tidak hanya sebagai
pemberi informasi, tetapi juga sebagai penjamin aktif terpenuhinya hak bantuan hukum, agar
perlindungan hak tersangka tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan benar-benar
terwujud secara efektif dalam praktik peradilan pidana. Diperlukan penguatan pengaturan
normatif dalam KUHAP maupun peraturan pelaksananya untuk memastikan bahwa hak
bantuan hukum tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga operasional. Penguatan tersebut
dapat berupa pengaturan kewajiban aktif aparat penegak hukum dalam memfasilitasi
pendampingan hukum bagi tersangka, termasuk kewajiban menunda pemeriksaan apabila
tersangka menyatakan kehendak untuk didampingi Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum,
serta kewajiban menyediakan mekanisme penghubungan yang efektif dengan penasihat
hukum.

Selain itu, diperlukan penyesuaian dan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2011 tentang Bantuan Hukum, khususnya Pasal 1 ayat (3) yang saat ini mendefinisikan
Pemberi Bantuan Hukum sebagai lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan.
Dalam konteks berlakunya KUHAP 2025 yang menempatkan bantuan hukum sebagai hak
fundamental tersangka dalam setiap pemeriksaan, negara seharusnya diposisikan secara lebih
tegas sebagai pihak yang bertanggung jawab langsung dalam penyediaan layanan bantuan
hukum. Revisi tersebut penting untuk menggeser paradigma bantuan hukum dari sekadar
layanan berbasis organisasi masyarakat menjadi kewajiban negara sebagai konsekuensi dari
pengakuan hak bantuan hukum dalam hukum acara pidana. Dengan menempatkan negara
sebagai penjamin utama layanan bantuan hukum, hak pendampingan Advokat tidak lagi
bergantung pada inisiatif atau kapasitas lembaga bantuan hukum semata, melainkan menjadi
bagian integral dari sistem peradilan pidana. Penguatan ini diharapkan dapat memastikan
bahwa hak bantuan hukum benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak asasi
manusia, sekaligus memperkuat terwujudnya sistem peradilan pidana yang adil, seimbang, dan
berorientasi pada keadilan substantif.
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